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ABSTRAK

Desentralisasi yang di terapkan di Indonesia mengakibatkan desa yang merupakan struktur pemerintah terbawah dipandang sebagai daerah otonom yang juga berhak mengurusi urusan rumah tangganya sendiri layaknya pemerintah Kabupate dan Provinsi. Salah satunya adalah Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Dalam mengurusi rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana untuk membiayai segala urusannya yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Indonesia membuat sebuah kegiatan maupun program, salah satunya adalah Alokasi Dana Desa. Namun dalam pelaksanaannya program Alokasi Dana Desa tersebut masih ditemukan berbagai polemik yang menghambat. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan program Alokasi Dana Desa di Desa Pengeragoan.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Setelah melakukan penelitian dilapangan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Desa Pengeragoan sudah cukup baik. Dalam proses pelaksanaan program ini ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Desa Pengeragoan, yaitu kurangnya sumber daya yang kompeten dalam mengelola Alokasi Dana Desa dan pencairan dana yang kadang terlambat membuat terhambatnya program-program yang telah direncakan sebelumnya. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa Pengeragoan yang kurang memahami tentang mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

Upaya yang dilakukan oleh Desa Pengeragoan dalam mengatasi kendala-kendala yang ada adalah dengan cara memberikan pelatihan mengenai Alokasi Dana Desa yang dibantu melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk mengatasi terlambatnya pencairan dana Alokasi Dana Desa maka solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pengeragoan adalah dengan meminjamkan dana pribadi mereka serta mengelola hasil kekayaan desa untuk dijual. Sedangkan kurangnya sarana dan prasana, Pemerintah harus lebih mendata lagi apa saja yang diperlukan dalam penunjang kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pemerintah Desa Pengeragoan hendaknya berusaha untuk lebih baik lagi dalam mengimplementasikan program Alokasi Dana Desa tersebut demi tercapainya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang optimal.

ABSTRACT

Decentralization that implied in Indonesia cause the village which is the lowest structural government as an autonomy that has an absolute right to take care his own household affairs just like the District and Province governance. One of the village is Pengeragoan Village Pekutatan district Jembrana Regency Bali.  In order to take care of its own governance household some founds are required for the public services. Therefore, the Indonesian government create a program, where the government allocate some founds for the village. But on the implementation of the Allocation of village funds there are some polemic that inhibit the program. Therefore the author is interested doing a study on “Evaluation on the management of Allocation of village funds in is Pengeragoan Village Pekutatan district Jembrana Regency Bali”.
The observation design that are used in this observation are descriptive method and inductive approach, while the data collection the authors use are documentation and interview. After doing some research on the field it can be stated that the during the implementation of the Allocation of Village funds in Pengeragoan Village is doing well. In the implementation, there are some obstacles that the Village has to face, first lack of human resources to manage the funds and second is the delayed disbursement funds from the central government therefore all of the program that the village has planned is hampered. All of those problems is casued by the lack of understanding by the district governance and lack of infrastructure to support the activities.

The effort that is done by Pengersgoan Village to tackle the obstacles is to educate and give some training about the Allocation of Village funds program through community empowerment. While the delayed disbursement funds the Village is willing to give its personal fund and manage the villages wealth for sale. As for the lack of infrastructure the government need to take some record of what are needed to support the program.

According to the observation the Pengeragoan Village governance should give a better effort on the implementation of the program in order to accomplish the government plans and to optimize the development.
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